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i. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berbagai permasalahan sosial tetap menjadi perhatian utama pemerintah. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, 

satu diantara prioritas nasional yang dimiliki pemerintah yaitu penanggulangan 

kemiskinan. Dalam upayanya pemerintah meluncurkan beberapa program 

berskala nasional seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial 

Beras, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) yang 

disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Sehat (PIS) 

yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta Program Listrik bagi 

Masyarakat Miskin.  

Tidak hanya itu, Pemerintah pun membuat berbagai program 

pemberdayaan masyarakat dan penyediaan bantuan untuk usaha kecil supaya bisa 

berkembang serta menciptakan peluang pekerjaan baru. Besarnya jumlah warga 

miskin dan rentan miskin membuat sulitnya mengentaskan kemiskinan di 

Indonesia. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan hidup serba kekurangan yang 

dialami seorang atau rumah tangga sehingga seseorang atau rumah tangga tersebut 

tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau yang layak bagi 

kehidupannya (Ritonga, 2003:1). 

Badan zPerencanaan zdan zPembangunan zNasional z(2004) zmengartikan zbahwa 

zkemiskinan zialah zkeadaan zdimana zseseorang zatau zsekelompok zorang, zlaki-laki 
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zmaupun zperempuan, ztidak zmampu zmemenuhi zhak-hak zdasarnya zuntuk 

zmempertahankan zdan zmengembangkan zkehidupan zyang zlayak. zHak-hak zdasar 

zmasyarakat zdiantaranya, zterpenuhinya zberbagai zkebutuhan zseperti zkebutuhan 

zpangan, zkesehatan, zpendidikan, zpekerjaan, ztempat ztinggal, zair zdan zsanitasi zbersih, 

zpertanahan, zsumberdaya zalam zdan zlingkungan zhidup, zrasa zaman zdan znyaman zserta 

zterhindar zdari zpelaku zatau zancaman ztindak zkekerasan, zdan zhak zuntuk zberpartisipasi 

zpada zkehidupan zsosial-politik, zbaik zbagi zperempuan zmaupun zlaki-laki. z 

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah sejak lama 

diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, tetapi realitasnya kemiskinan 

masih menjadi masalah nasional yang berkepanjangan hingga saat ini (Muhtar & 

Purwanto, 2016: 2). Belum optimalnya pelayanan serta penanganan masalah 

sosial berasal dari pemahaman dalam mengatasi masalah masih bersifat sektoral, 

belum mengarah kepada sasaran dan belum berkelanjutan. Masih ditemukan 

program pelayanan bersifat sektoral, bergerak sendiri-sendiri sejalan dengan 

bidang tugas pokok masing-masing lembaga/institusi. Padahal amanat Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2009 telah menyebutkan bahwa pelaksanaan 

kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah serta 

masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan, serta harus terpadu. 

Pelayanan zterpadu zseharusnya zmemadukan zpelayanan zdengan zelektronik 

zyang zsedang zberkembang. zSesuai zdengan zPeraturan zPresiden zNomor z96 zTahun z2012 

zpasal z14 zmenjelaskan zbahwa zmemadukan zsecara zelektronik zyang zdimaksud zadalah 

zsistem zpelayanan zyang zdiselenggarakan zdari zberbagai zunit zkerja zterkait zyang 

zberlokasi zdi zberbagai ztempat zberbeda ztetapi zkeseluruhannya zsaling zterhubung zmelalui 
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zsistem zteknologi zinformasi. zUntuk zitu, zPemerintah zharus zmampu zmemberikan 

zlayanan zyang zterintegrasi. zHal zini zdapat zdilakukan zjika zpemerintah zmemanfaatkan 

zteknologi zinformasi, zyang zlebih zdi zkenal zdengan zistilah ze-government. zSebagaimana 

zInstruksi zPresiden zNomor z03 zTahun z2003 ztelah zmengamanatkan zmelalui ze-

government, zpemerintah zdapat zmeningkatkan zpelayanan zkepada zmasyarakat, zdengan 

zmemberikan zinformasi zprogram zyang zdi zperlukan zmasyarakat. zElectronic 

zgovernment zjuga zdapat zmenyediakan zsarana zsebagai zalat zkomunikasi zantara 

zpemerintah zdan zwarganya. zSehingga zpelayanan zwarga zbisa zberlangsung zsecara 

zefektif. 

Electronic government merupakan aplikasi informasi dan teknologi 

komunikasi yang dibuat oleh institusi pemerintahan (United Nation Development 

Program dalam Indrajit, 2006: 2). Hampir semua pemerintahan di dunia 

menjadikan aplikasi e-government sebagai salah satu cara untuk menjalankan roda 

pemerintah dengan memanfaatkan berbagai perangkat teknologi informasi. Telah 

terbukti secara empirik bahwa manfaat yang dapat dirasakan oleh beberapa negara 

yang menerapkan aplikasi e-government dalam rangka menunjang efektivtias dan 

efisiensi pelayanan publik. Manfaat dari penerapan e-government juga bisa dilihat 

dari sisi ekonomi. Dalam bidang ekonomi, manfaat e-government diantaranya 

ialah memangkas biaya transaksi untuk kapasitas yang lebih baik dengan target 

pelayanan, peningkatan cakupan dan kualitas penyampaian pelayanan, 

meningkatkan kapasitas respon dalam mengatasi permasalahan isu-isu kemiskinan 

dan meningkatkan pendapatan (Misuraca, 2007: 57-58). 
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Pengembangan ze-govenrment zbukan zhanya zuntuk zpelayanan zsecara zumum, 

zsaat zini zpemerintah zterus zmelakukan zinovasi zuntuk zmemadukan ze-govenrment 

zdengan zpelayanan zterpadu zuntuk zprogram-program zperlindungan zsosial. zSesuai 

zdengan zNawa zCita zPresiden zJokowi zyaitu zmembangun zindonesia zdari zpinggiran 

zdengan zmemperkuat zdaerah-daerah zdan zdesa zdalam zkerangka znegara zkesatuan zpada 

zNawa zCita z3, zdan zmeningkatkan zkualitas zhidup zmanusia zindonesia zmelalui 

zpeningkatan zkualitas zpendidikan zdan zpelatihan zpada zNawa zCita z5, zpemerintah zpusat 

zdan zdaerah zperlu zmengenal zlebih zdalam zdan zmemahami zpermasalahan zsosial zyang 

zada zdi zmasyarakat, zsekaligus zdapat zmemberikan zsolusi zlayanan zyang zdibutuhkan 

zsecara ztepat, zcepat, zefektif, zefisien, zserta zterintegrasi. 

Untuk zmendukung zhal ztersebut, zKementerian zSosial zRepublik zIndonesia 

zmelalui zDirektorat zJenderal zPemberdayaan zSosial, zterus zmelakukan zinovasi zuntuk 

zmewujudkan zmultilayanan zsosial zyang zterintegrasi zdengan zmemanfaatkan zteknologi 

zinformasi. zMengacu zkepada zPeraturan zMenteri zSosial zNomor z15 ztahun z2018, 

zKementerian zSosial zmerilis zProgram zSistem zLayanan zdan zRujukan zTerpadu z(SLRT) 

zuntuk zPenanganan zFakir zMiskin zdan zOrang zTidak zMampu zyang zdi zdalamnya 

zmemanfaatkan zteknologi zinformasi zberbasis zaplikasi zdan zweb. z 

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah sistem layanan yang 

membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta 

menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan 

penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah 

pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan mereka. Sistem 

Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) juga membantu mencatat berbagai 
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keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan terpadu, serta 

mengawasi penanganan keluhan guna memastikan bahwa keluhan-keluhan 

tersebut dapat ditangani dengan baik. Pada dasarnya, tujuan umum Sistem 

Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah untuk meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, 

kerentanan dan kesenjangan. 

Sistem zLayanan zdan zRujukan zTerpadu z(SLRT) zmembangun zhubungan zdan 

zsinergitas zberbagai zprogram zperlindungan zsosial zdan zpenanggulangan zkemiskinan 

zpada ztingkat zyang zsama z(secara zhorizontal) zdan zpada ztingkat zyang zberbeda ztermasuk 

zpusat zdan zdaerah z(secara zvertikal). zLayanan zSLRT ztersedia zmelalui zSekretariat zSLRT 

zdi ztingkat zkabupaten/kota zdan zPusat zKesejahteraan zSosial z(Puskesos) zdi z ztingkat 

zdesa/kelurahan. zPada ztingkat zmasyarakat, zpenjangkauan zdan zfasilitas zSLRT 

zdilakukan zoleh zPotensi zdan zSumber zKesejahteraan zSosial z(PSKS) zkhususnya zuntuk 

zmasyarakat zmiskin zdan zrentan zmiskin zyang zmenerima zlayanan zprogram zperlindungan 

zsosial. 
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Gambar 1. 1 Perbedaan Sebelum dan Sesudah Sistem Layanan dan Rujukan 

Terpadu Terpadu (SLRT) 

 
Sumber: Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu 

(SLRT) Tahun 2016 

Berdasarkan zgambar z1.1, ztanpa zSLRT zmasyarakat zdihadapkan zdengan 

zmultibirokrasi zuntuk zmenjangkau zlayanan zsosial. zJika zmasyarakat zmempunyai 

zpermasalahan ztentang zprogram zkesehatan zmaka zmasyarakat zharus zdatang zke zDinas 

zKesehatan, zpermasalahan zberas zbantuan zke zDinas zSosial, zpermasalahan zpendidikan 

zharus zdatang zke zDinas zPendidikan, zpermasalahan zketerampilan zkerja zharus zke zDinas 

zKetenagakerjaan, zpermasalahan zrumah ztidak zlayak zhuni zke zDinas zterkait zPUPR, zdan 

zpermasalahan layanan zdokumen zadministrasi Pendudukduk (Adminduk)  zke zDinas 

zKependudukan dan Catatan Sipil. zProgram-program zperlindungan zsosial ztersebut 

zmasih zberjalan zsendiri-sendiri zsecara zsektoral. zHal zini zmembuat zmasyarakat zbingung 

zdengan zpelayanan zmulti zbirokrasi zyang zberbelit-belit zsehingga zbanyak zkasus 

zmasyarakat zmiskin zdan zrentan zmiskin zyang ztidak zmendapatkan zlayanan zperlindungan 

zsosial. zSetelah zSLRT zhadir, zapapun zkeluhannya zmasyarakat zcukup zdatang zke 

zsekretariat zSLRT zatau zke zfasilitator zSLRT zdi ztingkat zdesa/kelurahan zuntuk 
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zmenjangkau zmulti zlayanan zsosial zyang zterintegrasi, zkemudian zSLRT zyang zakan 

zmenghubungkan zpermasalahan zmasyarakat ztersebut zdengan zdinas zterkait. 

 

Gambar 1. 2 Alur Layanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 

 

Sumber: Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu 

(SLRT) Tahun 2016 

Alur zlayanan zSistem zLayanan zdan zRujukan zTerpadu z(SLRT) zyang zdijelaskan 

zpada zgambar z1.2, zterdapat zbeberapa ztahap zyaitu: zPertama, zindividu/keluarga/Rumah 

zTangga zMiskin z(RTM) zmemiliki ztiga zjalur zuntuk zmenyampaikan zkeluhan zdan 

zrujukan zterkait zprogam-program zperlindungan zsosial, zyaitu zmelalui zfasilitator zSLRT 

zyang zakan zmenjangkau zlangsung zke zrumah-rumah zwarga, zmelalui zPusat 

zKesejahteraan zSosial z(Puskesos) zyang zberada zdi zkantor zdesa/kelurahan, zatau zmelalui 

zSekretariat zSLRT zyang zada zdi zkabupaten/kota. zKedua, zfasilitator zdan zPuskesos zakan 

zmencatat zkeluhan zindividu/keluarga/RTM zpada zaplikasi zatau zdashboard zSLRT zyang 

zkemudian zakan zdikirim zke zsupervisor. zApabila zkeluhan ztersebut zbisa zdiselesaikan 

zdengan zprogram zdesa/kelurahan zatau zswasta/LSM zmaka zkeluhan ztersebut zdianggap 

zselesai zdi ztingkat zfasilitator zatau zPuskesos. zKetiga, zsupervisor zakan zmemeriksa 
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zlaporan zkeluhan zyang zdikirimkan zoleh zfasilitator zdan zPuskesos zuntuk zkemudian 

zdisetujui zdan zdikirim zke zfront zoffice zdi zSekretariat zSLRT ztingkat zkabupaten/kota 

zuntuk zdi zreview zdan zanalisis. zKeempat, zsetelah zdi zreview zdan zanalisis zmaka zkeluhan 

zakan zdi zproses zdi zback zoffice zuntuk zdihubungkan zdengan zprogram-program zterkait 

zseperti zProgram zKeluarga zHarapan z(PKH), zPendidikan, zKesehatan, zSosial zEkonomi, 

zSistem zInformasi zKesejahteraan zSosisal zNext zGeneration z(SIKS-NG) zdan zlainnya 

zbaik zdi ztingkat zkabupaten/kota, zprovinsi, zpusat zmaupun zmelalui zprogram 

zswasta/LSM. 

Dalam melakukan penjangkauan, fasilitasi, supervisi, monitoring dan 

evaluasi, penyelenggara SLRT di tingkat daerah didukung dengan sistem aplikasi 

berbasis web dan android yang handal, ramah pengguna, mudah diterapkan dan 

hasilnya bisa langsung dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan real 

time. Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di daerah, sistem ini 

berfungsi untuk menampung, meneruskan pengaduan dan memberikan pelayanan 

terintegrasi hingga desa/kelurahan. 

Menurut zBapak zRestu zLesmana, zS.Kom., zselaku zTim zTeknis zSLRT 

zKementerian zSosial, zsejak zpertama zdiluncurkan zpada ztahun z2016, zSLRT zdinilai 

zberhasil zmembantu zmengurangi zkemiskinan zdi zIndonesia. zHal zini zsejalan zdengan zdata 

zyang zdirilis zoleh zBadan zPusat zStatistik z(BPS) zpada zgambar z1.3 zsebagai zberikut: 
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Gambar 1. 3 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2020 

Badan zPusat zStatistik z(BPS) zmencatat zkemiskinan zdi zIndonesia zmengalami 

ztingkat zpenurunan. zKemiskinan zdi zIndonesia zpada ztahun z2016 zberjumlah z28,01 zjuta 

zjiwa zdan zmengalami zpenurunan zbertahap zmenjadi z27,77 zjuta zjiwa zdi ztahun z2017, 

zkemudian zmenjadi z25,95 zjuta zjiwa zpada ztahun z2018, zhingga zpada ztahun z2019 zterus 

zberkurang zmenjadi z25,14 zjuta zjiwa. zData zini zmenunjukan zperkembangan zyang 

zmenggembirakan zdan zpositif, zmembuat pemerintah semakin optimis terhadap 

kehadiran SLRT. Walau begitu, pada tahun 2020 kemiskinan di Indonesia 

berjumlah 26,42 juta jiwa yang artinya meningkat 1,28 juta jiwa. Meningkatnya 

jumlah dan presentase penduduk miskin pada tahun 2020 disebabkan oleh naiknya 

harga barang-barang kebutuhan pokok yang berimbas  dari adanya kenaikan harga 

bahan bakar minyak dan Pandemi Covid-19. 

Rencana zPembangunan zJangka zMenengah zNasional z(RPJMN) z2015-2019 

zmengamanatkan zKementerian zSosial zuntuk zmenyebarluaskan zSLRT ztahun z2016 z zdi 

z50 zkabupaten/kota zdan zPuskesos zdi z100 zdesa/kelurahan, zkemudian zakan zterus 
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zbertambah zsecara zbertahap zhingga zmencapai z150 zkabupaten/kota zdan z300 zPuskesos 

zdi zdesa/kelurahan zpada z2019. zDalam zpenyelenggaraannya, zsampai ztahun z2019 zSLRT 

ztelah zditerapkan zdi z150 zkabupaten/kota, z5 zkabupaten/kota zyang zdifasilitasi zoleh 

zAPBN zdan z150 zkabupaten/kota zlainnya zdifasilitasi zoleh zanggaran zAPBD zdari 

zmasing-masing zprovinsi zdan zkabupaten/kota. 

 

Gambar 1. 4 Perkembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) 

Sumber:Materi Paparan Dirjen Dayasos dalam Bimtek Aplikasi SIKS-SLRT Tahun 2020 

Sistem zLayanan zdan zRujukan zTerpadu z(SLRT) zsudah zdiatur zpada z zPeraturan 

zDirektur zJenderal zPemberdayaan zSosial zNomor z25 zTahun z2017 ztentang zpedoman 

zumum zpelaksanaan zSistem zLayanan zdan zRujukan zTerpadu. zPada ztahun z2011 zsebelum 

zadanya zSLRT, zKementerian zSosial ztelah zmerancang zpengembangan zsistem zlayanan 

zterpadu zguna zpenanganan zmasalah zkesejahteraan zsosial zmelalui zPelayanan zTerpadu 

zdan zGerakan zMasyarakat zPeduli zKabupaten/Kota zSejahtera. 
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         Gambar 1. 5 Jumlah Penduduk Miskin Kota Bekasi 

 

Sumber : DTKS Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2020 

Berdasarkan Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS)  Pemerintah Kota 

Bekasi  mencatat bahwa angka kemiskinan belakangan ini mengalami 

peningkatan. Dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ada kenaikan 

mencapai 37% jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. DTKS 2019 jumlah 

warga yang masuk dalam kategori miskin sebanyak 106.138 kartu keluarga (KK). 

Sampai Agustus 2020 DTKS bertambah sebanyak 152.138 KK 11 dipersentasi 

ada penambahan sekitar 37%. 

Mengacu pada Permensos 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan 

Rujukan Terpadu dan Perwal 57 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Sistem Layanan dan rujukan Terpadu. Mengenai data kemiskinan 

(Big data) dalam Permensos No 5 Tahun 2019, maka di lanjutkan dalam sebuah 

pengaplikasian di masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 

2020, Pemerintah Kota Bekasi meluncurkan tahap pertama Puskesos SLRT di 

sembilan kelurahan yakni, Kelurahan Jakasampurna, Kaliabang tengah, 

https://bekasi.pikiran-rakyat.com/tag/DTKS
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Margahayu, Mustikajaya, Jatirahayu, jatimakmur, jatimekar, Kayuringin dan 

Bojong rawalumbu. 

Penyelenggaraan zSLRT zdi tiap kelurahann akan zmenimbulkan zbanyak 

zmasalah zseperti zkurangnya sosialisasi, zketersediaan zSDM z, zketerbatasaan zanggaran 

zdan zdukungan zteknis dazpusat, zhal pzini zakan zmenyebabkan zpenyelenggaraan zSLRT di 

Kota Bekasi zkurang zmaksimal. 

zDengan zjumlah zpenduduk zyang ztinggi ztentu zmembuat zpemerintah zdaerah 

zmempunyai zpekerjaan zrumah zuntuk zmeningkatkan zkesejahteraan zagar ztidak zterjadi 

zbanyak zkesenjangan zsosial zdiantara zmasyarakatnya. zPemerintah Kota Bekasi  terus 

berupaya zuntuk zmengembangkan zSLRT hingga ketingkat Kelurahan .  

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) diharapkan menjadi solusi 

dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Provinsi 

Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

permasalahan ini dengan judul “Efektivitas Penyelenggaraan  Sistem Layanan dan 

Rujukan Terpadu (SLRT) Oleh Dinas Sosial Dalam Penanganan Kemiskinan di 

Kota Bekasi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana  penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan   Terpadu 

(SLRT) Oleh Dinas Sosial Dalam Penanganan Kemiskinan di Kota 

Bekasi? 

2. Bagaimana Efektivitas dalam penyelenggaraan Sistem Layanan dan 

Rujukan Terpadu (SLRT) Oleh Dinas Sosial Dalam Penangan 

Kemiskinan di Kota Bekasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian zini zbertujuan zuntuk: 

1. Menganalisis Bagaimana penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan 

Terpadu (SLRT) Dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Bekasi. 

2. Mengidentifikasi Bagaiamana Efektivitas dalam penyelenggaraan Sistem 

Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dalam Penanganan Kemiskinan 

di Kota Bekasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. ManfaatTeoritis 

a. Bagi Prodi dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan 

mengenai Efektivitas Penyelenggaraan  Sistem Layanan dan Rujukan 

Terpadu (SLRT) Dalam Penganganan Kemiskinan di Kota Bekasi. 
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b. Bagi peneliti lain sebagai informasi bahwa penelitian tentang 

Efektivitas Penyelenggaraan  Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu 

(SLRT) Dalam Penganganan Kemiskinan di Kota Bekasi  

c. Bagi Penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang apa 

yang telah dipelajari dibangku perkuliahan. 

3.5.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Kota Bekasi, untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan tentang apa yang telah dipelajari dibangku perkuliahan 

b. Bagi Masyarakat, dapat menambah wawasan tentang pentingnya 

Penyelenggaraan  Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).  

c. Bagi instansi terkait sebagai ilmu dan referensi tentang 

penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). 

 

 


